PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR #4¢1 TAHUN 2097

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAFERAH

KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

Menimbang

Mengingat

(93]

KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah seiring dengan perkembangan dan
perubahan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka telah
terjadi peningkatan status Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ( KP2T ) menjadi
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Banjarbaru melalui Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2607.

bahwa dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perijinan tersebut
maka terjadi pengalihan pengelolaan kewenangan Penanaman Modal dari Dinas
Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi ke Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Kota Banjarbaru.

bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman
Modal dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 Bab
111 Pasal 7 Angka 4 perlu diadakan perubahan.

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf ¢
konsideran diatas perlu membentuk dengan Peraturan Daerah ;.

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 Nz

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ¥

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

101

Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang ~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanigan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;




Menetapkan

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;

6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 28 Seri D Tahun 2003 ) ;

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 14 Seri D Nomor Seri 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
' dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU :

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru: (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 28 Seri D
Tahun 2003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Pasal 6 Angka 4 dirubah, hingga berbunyi :
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2. Ketentuan Bab Il Pasal 7 Angka 4 dirubah, hingga berbunyi :
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kegil Menengah
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2) Sub Bagian Umum
¢. Bidang Perindusirian, ierdiri aias |
1) Seksi Sarana Industri
2) Seksi Pembinaan Industri
d. Bidang Perdagangan, terdiri atas
1) Seksi Sarana Perdagangan dan Jasa
2) Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa




¢. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
1) Seksi Koperasi
2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabaian Fungsional
3. Ketentuan Bab III Pasal 7 Angka 4 huruf e dirubah, hingga berbunyi :
a  Ridang Koperasi, terdiri atas -
1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi
2) Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi

4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah sebagaimana disebutkan pada PASAL I ayat 1 dan 2
Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL I¥

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 24 Nopembew 2007

WALIKGZ4#A BANJARBARY/

L) .
RUDY RESNAWAN ﬂr"
Diundangkan di Banjarba : \«\
Pada tanggal 23 a, 2007 X
SEKRETARIS DAE KOTA BAXJARBARU \
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